KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDOMESIA

NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG

PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAHO

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang . bahwa dalam rangka memngkatkan muto madrasah sebagam salah satu jalur
pendidikan dalam Sistem Pendicikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan
penegenan Madrasah Ibtidayeh, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat
dijadikan sebagal standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di
sckitarnya,

Menginga: ]
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentanyg Pendidikan Dasar;
Peraturan Pemerintah Nomor 29 ‘Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah,

Kepulusan Presiden MNomor 102 Tshun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisast dan Tata Kerja
Departemen yang diubah dengen Keputusan Presiden Momor 45 Tahun
2002;

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi  Vertikal
Departemen Agama vang telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomar 85 Tahun 2002,

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Tungsi, Kewsenangan, Susunan Organisasi dan Tata kenja
Departemen Agama;

Keputusan Menterli Agama Nomeor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakany);

Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan
atas Keputusan Mentenn Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Madrasah 1btidaivah Negeri;

Keputusan Menten Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan
Oraanisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negern,
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Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan
atas keputusan Menleri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tenlang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Madrasah Tsanawiyah Negen;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor
A445/MLPAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250
(DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH .

Menegerikan 250 madrasah sebapaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:

Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 8% buah;

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
3. Madrasah Alivah Negeri, 69 buah.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah
Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana tcknis di bidang

pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Apama Islam dalam
lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan berlanggung
jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cqg.
Kepala Seksi Madrasahh dan Pendidikan Agama Islam pada Sckelah
Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan
Masjid,

. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan

dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % secbagai mata
peclajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran wmum,selama 6
tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun,

. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah

Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:

a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar scsuai dengan kuri-
kulum yang berlaku;

b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;

¢) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;

d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk
perpustakaan dan laboratorium.

. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdin dari:

a. Kepala Madrasah;

b, Petupas Tata Usaha,

c. Gury;

d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh

kegiatan pendidikan di madrasah.
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Petugas Tata Usaha mempunyal tugas melaksanakan urusan tala usaha
dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium
serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah,

. Guru-gury mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di

sckolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan prakick di
laboratorium dan bimbingan prakick mengajar.

Tecnapa Bimbmgan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan
bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur
dalam Kepulusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal
Kelembagaan Agama Islam.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah
Tsanawiyah Negeri sebagai berikut;

L

Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang

pendidikan lanjutan tingkat Pertuma yang berciri khas Agama Islam

dalam linglungan Departemen Agama, vang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama

Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama lslam dan

Pemberdayaan Masjid,

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan

pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnva 30 %

sebagal mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran

umumni, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaivah atau yvang

sederajat;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2. Madrasah

Tsanawiyah Neger mempunyai fungsi :

a) Melaksanakan pendidikan tingkat ‘I'sanawiyah/menengah pertama
sesual dengan kurikulum yang berlaku;

b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;

¢) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan
masyarakat;

d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk
Perpustakaan dan Laboratorium.

Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:

a. Kepala Madrasah;

b. Kepala Urusan Tata [Isaha;

¢. Guru;

d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan

Kepala Madrassh mempunyal logas memimpin pelaksanaan selurub

kegiatan pendidikan di madrasah.

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyal tugas melaksanakan urusan tata

usaha dan rumahtangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Labora-

torium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.

Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di

sekolah yanpg meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di
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luboratorium dan bimbingan praktek mengajar

Tenaga Bimbingan dan Penyuluban mempunyai tugas memberikan
bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum
diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direkiur Jenderal
Kelembagaan Agama Islam.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah
Aliyah Negeri sebagai berikut :

I

Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang

pendidikan Menengah Umum vyang berciri khas Agama Islam dalam

lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala

Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama [slam pada Sekolah Umum

atau Bidang lain;

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan

dan pengajaran Agama lslam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi

tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Alivah

Negeri mempunyai fungsi :

a) Melaksanakan pendidikan tingkat Alivah/menengah atas sesuai
dengan kurikulum yang berlaku;

b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;

c) Memhina hubungan kerjasama denpan orangmua siswa dan
masyarakat;

d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangpa sckolah termasuk
Perpustakaan dan Laboratorium.

Susunan organisasi Madrasah Aliyah Neger: terdiri dari:

a. Kepala Madrasah;

b. Kepala Urusan Tata Usaha;

c. Guru;

d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh

kegiatan pendidikan di madrasah.

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata

usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan  dan

Laboratorium serta tugas-tugas lain vang dibebankan oleh Kepala

Madrasah.

Guru-guru mempunyal tugas memberikan pendidikan/pengajaran di

sekolah vang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan prakiek di

laboratorium dan bimbingan prakiek mengajar.

Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mcmpunyai tugas memberikan

bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur

dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Dircktur Jenderal

Kelembapaan Agama Islam
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Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan

- Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai besikut:
1.

Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
kegiatan semua unswr di lingkungan Madrasah Ibtidaivah Negeri,
Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Nege:i dan memberikan
bimbingan serta petunjuk-petuniux bagi pelaksanaan tugas .masng-
masing;

. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk can peraturan yang berlaku;

. Setiap unsur di lingungan Madrasah Ibticaiyzh Negeri, Madrassh

Tsanawiyah Negerl. Madrasah Alivah Negeri wajib mengikut! dan
mematuhi pefunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasak;
Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah
Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Mudrasah Aliyeh
Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing,

Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian madresah
swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain vang dipezlukan bagl
pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan
Agama Islam. -

Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri meajadi 3477
buah dengen perincian schagal berikut:

1. Madrasah Ibudaiyah Negeri 1571 buah,

2. Madiasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,

3. Madrasah Aliyah Negeri - 646 Suah;

Keputusan ini mulai beriaku pada tenggal ditetapkan

Ditetapkan di” /Jakarta
_— HEada tanggd 30 Desember 2003
i F_H-“‘ L : - 4

“SATSAGIL HUSIN AL MUMAWAR. )




KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGER]I,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan
Keputusan Mentert Agama tentang Perubahan Nama
Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri,
dan Madrasah Ibtidatyah Negeri di Provinsi Gerontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional ({lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410j;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5150} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

4. Peraturan ...



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN
NAMA  MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
NEGERI DI PROVINSI GORONTALO.

Menetapkan Perubahan Nama 6 (Enam) Madrasah Aliyah
Negeri, 10 (Sepuluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 7
(Tujuh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Gorontalo
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge,
kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus
disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...



KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta ‘
pada tanggal 18 November 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

L l

j LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI GORONTALO

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 6 (ENAM)

MADRASAH ALIYAH NEGERI
NAMA MADRASAH
NO | PROVINSI
SEMULA MENJADI
1 | Gorontalo | MAN Model Gorontalo MAN 1 Kota Gorontalo
2 | Gorontalo | MAN Limboto MAN 1 Kabupaten Gorontalo
3 | Gorontalo | MAN Batudaa MAN 2 Kabupaten Gorontalo
4 | Gorontalo | MAN Tilamuta MAN 1 Boalemo
5 | Gorontalo | MAN Paguat MAN 1 Pohuwato
6 | Gorontalo | MAN Insan Cendikia Gorontalo | MAN Insan Cendikia Gorontalo
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI |
DI PROVINSI GORONTALQ

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 10 (SEPULUH)

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

- NAMA MADRASAH
NO PROVINSI
SEMULA MENJADI
1 | Gorontalo MTsN Gorontalo MTsN 1 Kota Gorontalo
2 | Gorontalo MTsN Model Limboto | MTsN 1 Kabupaten Gorontalo
3 | Gorontalo MTsN Batudaa MTsN 2 Kabupaten Gorontalo
4 | Gorontalo MTsN Telaga Biru MTsN 3 Kabupaten Gorontalo
S | Gorontalo MTsN Tilamuta MTsN 1 Boalemo
6 | Gorontalo MTsN Paguyaman MTsN 2 Boalemo
7 | Gorontalo MTsN Paguat MTsN 1 Pohuwato
8 | Gorontalo MTsN Lermnito MTsN 2 Pohuwato
9 | Gorontalo MTsN Suwawa MTsN 1 Bone Bolango
10 | Gorontalo MTsN Imana MTsN 1 Gorontalo Utara

MENTERINMGAMA REPUBLIK INDONESIA
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LAMPIRAN 1II

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI GORONTALO

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 7 (TUJUH)

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NAMA MADRASAH
NO PROVINSI
SEMULA MENJADI
1 | Gorontalo MIN Dembe II MIN 1 Kota Gorontalo
2 | Gorontalo MIN Parungi MIN 1 Kabupaten Gorontalo
3 | Gorontalo MIN Hepuhuiawa MIN 2 Kabupaten Gorontalo
4 | Gorontalo MIN Wonggahu MIN 1 Boalemo
5 | Gorontalo MIN Tangkobu MIN 2 Boalemo
6 | Gorontalo MIN Paguat MIN 1 Pohuwato
7 | Gorontalo MIN Sumalata MIN 1 Gorontalo Utara

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

f
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